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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-
Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(DLHK) Kota Depok Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Depok ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) DLHK Kota Depok
Tahun 2021-2026. Perubahan Renja ini merupakan dokumen perencanaan yang
menjabarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya (Tahun 2022) dan rencana
kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun Anggaran 2023.
Dokumen ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program maupun kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok pada Tahun Anggaran 2023.

Diharapkan seluruh Aparatur DLHK Kota Depok dapat mengimplementasikan Perubahan
Renja ini dengan berorientasi pada peningkatan kinerja yang lebih baik dalam pencapaian
target kinerja serta mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Depok guna

mewujudkan Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera.

Akhir kata pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi
sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan

Perubahan Renja ini.

Depok , Juli 2023
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), yang berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan tetap
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan bagi
pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota
Depok untuk periodesatu tahun. Dan sebagai pendukung pencapaian sasaran
pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok memuat
arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2023 yang
kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Depok Tahun 2023.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok mendukung pencapaian
misi kota yang ke-Satu dan ke-dua sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota
Depok Tahun 2021-2026 vyaitu misi ke-Satu : Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan lingkungan dan misi ke-Dua :
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang modern dan

partisipatif.
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1.2

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
Tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

Tahun 2023.

Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
Tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota

Depok Tahun 2023 disusun berlandaskan:

1. Undang-Undang nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
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1.3

10.

11.

12.

13.

Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2023;

. Peraturan Walikota Kota Depok No 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan;

Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023.

Keputusan Wali Kota Depok Nomor 060/478/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang
Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan.

Surat Edaran Nomor 050/405-Bappeda Tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Depok Tahun

2023.

Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disebabkan oleh karena adanya

perubahan kebijakan dalam upaya peningkatan target kinerja serta mendukung

dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Depok guna mewujudkan Kota Depok yang

Maiju, Berbudaya dan Sejahtera, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap

sub kegiatan melalui pergeseran dan penambahan anggaran.
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1.4

1.5

Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
Tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang
memuat perubahan anggaran pada beberapa sub kegiatan yang menjadi tolak
ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Sedangkan Tujuan :

1. Acuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok dalam
menjalankan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok
Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi
dan misi Pemerintah Kota Depok;

2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan (DLHK) Kota Depok selama Tahun 2023.

Sistematika

BAB|I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi Latar
Belakang, Landasan Hukum, Asumsi Perubahan pada Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, Maksud dan Tujuan serta

Sistematika Penulisan.

BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan Il Tahun 2023 dan Capaiannya, memuat kajian (review)
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
sampai dengan triwulan Il, mengacu pada APBD tahun berjalan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
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BAB Il

2.2

2.3

Analisis Kinerja perangkat Daerah,
berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam NSPK dan SPM dan SPM.

Isu—isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, berisikan uraian mengenai: sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah, terhadap capaian program nasional/internasional ,
seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals),
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Perangkat Daerah, dan formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap

kebijakan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

5|Page



BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi
jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi
program dan kegiatan, total kebutuhan dana yang dirinci menurut

sumber pendanaanya, tabel program dan kegiatan perubahan renja.

BAB V PENUTUP
Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
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2.1

BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN 2023

Evaluasi  Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan

Triwulan Il Tahun 2023 dan Capaiannya

Program Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2023 ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 Tanggal 27 Desember
2022 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Depok Tahun Anggaran 2023, serta Peraturan Walikota Kota Depok Nomor
103 Tahun 2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2023.

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari: 1 Urusan, 10 Program, 16

Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Depok pada Tahun 2023, meliputi Program:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3);

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap lzin Lingkungan dan Izin Lingkungan
dan lzin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

6. Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat;
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7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

9. Program Pengelolaan Persampahan

Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga ditunjang oleh program
pendukung kesekretariatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun Anggaran 2023
melaksanakan : 1 Urusan, 10 Program, 16 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan
dengan pagu anggaran murni (sebelum perubahan) sebesar Rp. 213.831.047.600,-. atau
sebesar Dua Ratus Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh

Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah.

Capaian kinerja keuangan sampai dengan Triwulan Il (bulan Juni 2023) adalah sebesar
Rp. 66.555.417.353,- dengan persentase terhadap anggaran sebesar 30,44% dan

capaian target kinerja (fisik) dari keseluruhan program sebesar 46,67%.

Beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan hasil evaluasi Rencana

Kerja Tahun 2023 Triwulan Il, adalah sebagai berikut:

1. Dari total 37 sub kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan Il, terdapat
beberapa sub kegiatan yang telah mencapai target yang ditetapkan, hal
ini dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin bulanan.
Sementara itu terdapat beberapa sub kegiatan yang belum ada realisasi
target kinerja pada Triwulan Il, hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut

berkesinambungan sampai dengan akhir tahun anggaran.

2. Penyerapan anggaran pada Triwulan Il cenderung masih rendah
disebabkan beberapa hal yakni :
- Kegiatan fisik umumnya sudah dilaksanakan namun proses

pencairan dilakukan bertahap melalui proses rapat-rapat sementara
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pelunasan pekerjaaan dilakukan di akhir tahun anggaran. Umumnya
hal ini dilakukan pada kegiatan seperti penyusunan kajian atau
dokumen lingkungan hidup.

- Adanya anggaran vyang sifatnya rutin, seperti sub kegiatan
penunjang yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Namun ada
juga kegiatan yang memang terjadwal pencairan anggarannya

dillakukan di akhir tahun anggaran.

Untuk selanjutnya diharapkan keberhasilan capaian kinerja Triwulan Il Tahun Anggaran
2023 dapat menjadi bahan evaluasi di triwulan selanjutnya, baik capaian realisasi
keuangan maupun capaian target kinerja (fisik) dengan tetap memperhatikan pada
efektivitas dan efisiensi anggaran. Capaian realisasi target Renstra hingga tahun 2023
berdasarkan pelaksanaan Renja DLHK Kota Depok Tahun 2023 diperkirakan sesuai
dengan target masing-masing yaitu pencapaian target dari seluruh program dan
kegiatan. Adapun uraian terkait pencapaian dari setiap program serta rekapitulasi
evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Triwulan Il Tahun 2023 dan pencapaian

Renstra DLHK sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat tabel berikut:
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EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Tabel 2.1.
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Dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan sampai
dengan Triwulan Il Tahun Anggaran 2023, faktor pendorong keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mendukung pencapaian target
kinerja, yaitu dengan adanya :

1. Koordinasi antar unit kerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
2. Koordinasi dengan Bappeda dan Badan Keuangan Daerah untuk perbaikan

alokasi anggaran melalui pergeseran.

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja dan penyerapan

anggaran sampai dengan Triwulan |l Tahun Anggaran 2023, diantaranya

disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan memang belum dilaksanakan pada Triwulan Il, karena
direncanakan terjadwal dilaksanakan pada Triwulan berikutnya;

2. Beberapa kegiatan sudah dilakukan pencapaian target fisiknya pada Triwulan Il
namun secara penyerapan anggaran masih rendah (begitupun sebaliknya)
karena kegiatan masih dilakukan dan melintasi batas triwulan. Contohnya
seperti kegiatan pemantauan kualitas air permukaan, merupakan kegiatan penunjukan
langsung yang melalui proses di LPSE, sehingga persiapan kegiatan mulai tahap
perencanaan sampai dengan pelaksanaan membutuhkan waktu.

3. Beberapa kegiatan mengalami penjadwalan ulang; serta

4. Beberapa kegiatan mengalami pergeseran dikarenakan adanya rencana

refocusing dan realokasi anggaran.

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan pada Triwulan Il TA

2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok akan melakukan

berbagai upaya peningkatan pencapaian target program dan kegiatan, diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat rutin evaluasi kinerja dengan para pejabat struktural;

2. Memperkuat koordinasi antar bagian atau bidang dalam upaya perbaikan
capaian kinerja dan anggaran;

3. Melakukan refocusing dan realokasi anggaran guna penyempurnaan capaian

13|Page



anggaran dan kinerja;
4. Melakukan penjadwalan kegiatan sesuai target yang direncanakan serta

pencairan keuangan sesuai rencana kas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

2.2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) merupakan unsur pelaksana yang
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan

tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Sedangkan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Depok ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun
2023.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi Dinas:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dankehutanan

C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkuptugasnya

d. Pelaksanaan administrasi dinas

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya
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2.2.2 Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2023 update
Triwulan 1l (bulan Juni) Tahun 2023 adalah sebanyak 73 orang, terdiri dari 38 laki- laki dan 35

perempuan. Secara rinci profil pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

berdasarkan Pangkat/Golongan sampai dengan Triwulan |l Tahun 2023

No. Golongan Jumlah (orang) %
1 IvV/d - -
2 IV/c - -
3 IV/b 3 4,11
4 IV/a 10 13,70
5 l/d 22 30,14
6 l/c 9 12,33
7 /b 11 15,07
8 l/a 10 13,70
9 l/d 1 1,37
10 | ll/c 3 4,11
11 | li/b - -
12 | ll/a 4 5,48
13 | 1/d - -
14 |1/c - -
15 | I/b - -
16 | 1/a - -
Jumlahh 73 100%

Tabel 2.3. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir sampai dengan Triwulan |l Tahun 2023

No. Pendidikan Terakhir Jumlah %
(orang)
1 Pasca Sarjana 21 28,77
2 | Sarjana 34 46,58
3 D4 1 1,37
4 | D3 5 6,85
5 |SLTA 10 13,70
06 | SLTP 2 2,74
7 |SD - -
Jumlah 73 100%
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Tabel 2.4. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023

No. Pendidikan Penjenjangan Jumlah (orang)
1 | Diklatpim Tk. IV 15
2 | Diklatpim Tk. llI 3
3 Diklatpim Tk I 1
Jumlah 19

Tabel 2.5. Pegawai Non PNS (PKTT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023

Pendidikan Seketariat Bid. Bid. TLK Bid.P3L Bid.KK UPTD UPTD UPTD Jumlah Total
Sarpras TPA LAB Tahura
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
SD 2 - 2 - 18 - - - 256 146 4 1 - - - - 282 147 429
SMP 2 1 3 - 23 - - - 243 109 6 3 - - 4 1 281 114 395
SMA 5 1 10 1 120 2 3 - 665 193 25 4 2 1 27 2 857 204 1061
D2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D3 - - - - - - - - 11 2 - - 1 - 1 - 13 2 15
S1 - - 2 3 8 4 3 - 18 4 - 1 1 3 1 1 33 16 49
S2 - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1
TOTAL 9 2 17 4 169 6 6 0 1193 454 36 9 q q 33 q 1467 483 1950
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Sementara itu kondisi sumber daya dari ketersediaan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan tugas
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023 adalah sebagai

berikut:
Tabel 2.6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
NO SARANA PRASARANA JUMLAH SATUAN KONDISI
1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 9 Buah Baik
2 Meja Kerja Kayu 42 Buah Baik
3 Meja Kayu/Rotan 49 Buah Baik
4 Meja Rapat 44 Buah Baik
5 Meja Tambahan (Pilah UPS) 22 Buah Baik
6 Meja Panjang (Pilah UPS) 4 Buah Baik
7 Meja 1/2 Biro 6 Buah Baik
8 Meja Makan Besi 2 Buah Baik
. . ) 97 Buah Baik
9 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 13 Buah Rusak Berat
10 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV 7 Buah Baik
11 | Meja Kerja Pejabat Eselon I 1 Buah Rusak Berat
12 Meja Reseptionist 3 Buah Baik
13 Meja Marmer 2 Buah Baik
11 Buah Baik
14 | Sof
ora 3 Buah Rusak Berat
139 Buah Baik
15 | Kursi Rapat
ursirapa 15 Buah Rusak Berat
24 Buah Baik
16 | KursiT
ursi Tamu 3 Buah Rusak Berat
17 | Kursi Putar 20 Buah Baik
16 Buah Rusak Berat
18 Kursi Biasa 75 Buah Baik
19 Kursi Tunggu 22 Buah Baik
20 | Kursi Kerja Eselon IV 6 Buah Baik
21 Kursi Kerja Pejabat Eselon I 4 Buah Rusak Berat
432 Buah Baik
22 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
38 Buah Rusak Berat
23 Lemari Es 11 Buah Baik
100 Buah Baik
24 | L i Besi/Metal
emari Besi/Meta 5 Buah Baik
25 Lemari Soro 1 Buah Baik
g 2 Buah Baik
26 Lemari Kaca 10 Buah Baik
27 | Lemari Loker 3 Buah Baik
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28 | Lemari Arsip Dinamis 49 Buah Baik
29 | Lemari Penyimpan 1 Buah Rusak Berat
84 Buah Baik
K P. i
30 omputer (P.C Unit) 8 Buah Rusak Berat
35 Buah Baik
1 L
3 aptop 2 Buah Rusak Berat
32 Note Book 37 Buah Baik
. 95 Buah Baik
33 Printer 32 Buah Rusak Berat
13 Buah Baik
4 Infokus/P k
3 nfokus/Proyektor 1 Buah Rusak Berat
35 Mesin Tik Manual, Mesin Tik Elektrik 6 Buah Baik
36 | Kamera Digital 20 Buah Baik
37 Kamera Elektronic 27 Buah Baik
. . 41 Buah Baik
38 Filling Cabinet 16 Buah Baik
10 Buah Baik
39 Brankas ua al
2 Buah Rusak Berat
40 CCTVv 28 Buah Baik
L. 2 Buah Baik
4l Faxsimile 2 Buah Rusak Berat
42 Televisi 9 Buah Baik
70 Buah Baik
4 A
3 ¢ 12 Buah Rusak Berat
44 Scanner 16 Buah Baik
45 | Telephone 5 Buah Baik
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Tabel 2.7 Ketersediaan Alat dan Kendaraan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

NO SARANA PRASARANA JUMLAH SATUAN KONDISI

1 Excavator 1 unit Rusak Berat
7 unit Baik
1 unit Rusak Berat

2 Kend Roda 4

enhdaraan Roda 21 unit Baik

14 unit Rusak Berat

3 Sepeda Mot

epeda Viotor 24 unit Baik

4 Truck Attachment 4 unit Rusak Berat

21 unit Rusak Berat
kM

5 Geroba otor 108 unit Baik
1 i R kB

6 | Mobil Tanki Air unit usak Berat
6 unit Baik
13 it Rusak Berat

7 Mesin Pengolah Sampah/Choper un! usa - era
81 unit Baik

8 Pick Up 51 unit Baik

9 Tronton 6 unit Baik

10 Dump Truck 85 unit Baik

11 Armrol 16 unit Baik

12 Buldozer 6 unit Baik

13 Mobil Penyapu Jalan 1 unit Baik

14 Truck Compactor 3 unit Baik

15 Truck Pangkas Pohon 3 unit Baik

2.2.4 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ditetapkan sebagai
cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan.

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada Tahun 2023 adalah sebagai

berikut:

1. Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai
instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

2. Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta

masyarakat dan pemanfaatan teknologi.
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Sementara itu arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada Tahun

2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mengurangi

pencemaran serta kerusakan lingkungan;

2. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan pola 3R dan pemanfaatan

teknologi.

Strategi dan Kebijakan ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan

kegiatan. Strategi pengembangan yang dipaparkan dalam sub bab ini merupakan

hasil analisis SWOT terhadap pengembangan misi ke-1 RPJMD berkaitan dengan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang telah ditetapkan. Secara detail,

strategi pengembangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dapat

dilihat pada tabel analisis SWOT dibawah ini:

Tabel 2.8 Analisis SWOT

Internal

Eksternal

Kekuatan

1
2.

Luasnya wilayah Kota Depok;

Tersedia keanekaragaman hayati dan
sumberdaya alam;

Adanya peraturan perundangan
tetntang lingkungan hidup (UU, PP, Perda,
Perbud);

Struktur organisasi DLHK yang memadai;

5. Memiliki laboratorium lingkungan yang

terakreditasi;
Memiliki jejaring kerjasama dengan pihak
lain (Perguruan Tinggi, Lembaga

Penelitian, aparat penegak hukum);

Program dan kegiatan pengelolaan
lingkungan yang rutin (sosialisasi,
pemantauan, pengawasan, monev dan

penertiban).

Peluang

1. Adanya LSM lingkungan hidup
dan masyarakat pemerhati
lingkungan;

2. Berkembangnya teknologi pengelolaan
lingkungan;

3. Adanya penyelenggaraan diklat
pengelolaan lingkungan hidup yang
intensif dari KLH dan LPlainnya;

4. Berkembangnya pemahaman tentang isu
lingkungan;

5. Adanya peluang pendanaan dari sumber
lain;

6. Adanya peraturan perundang-
undangan bidang lingkungan hidup;
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Kelemahan Ancaman

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM,; 1. Makin kompleksnya isu lingkungan

2. Terbatasnya sarana dan prasarana global Alih fungsi lahan yang

. Perencanaan

pengawasan;

. Anggaran Pengelolaan  Lingkungan
Hidup masih terbatas.

. Belum optimal menyediaan data dan
informasi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup;

perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup belum

dilakukan secara komprehensif;

meningkat;

. Belum optimalnya koordinasi dalam

antarinstansi dalam pengelolaan

lingkungan hidup;

. Rendahnya komitmen dari

penanggungjawab kegiatan/usaha;

. Tidak sesuainya kegiatan-kegiatan dengan

tataruang;

. Adanya kondisi eksisting pencemaran

6. Belum optimal peran PPLHD dan PPNS; dan kerusakan lingkungan serta

7. Belum efektinya penerapan sanksi hukum eksploitasi SDA;
lingkungan 6. Disharmoni peraturan, perencanaan, dan
pelaksanaan;
7. Belum lengkapnya peraturan

pelaksanaan perundang- undangan

hidana Il H-
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Dari Analisis SWOT tersebut dihasilkan rumusan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan disajikan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Isu Strategis

Pencemaran Lingkungan

Pengelolaan Sampah

VISI : Depok Yang Maju Berbudaya dan Sejahtera

MISI ke-l : Meningkatkan Pembangunan Infrastrutur Berbasis Teknologi Berwawasan Lingkungan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tahun Tahun Tahun
Tahun 2022 2023 2024 2025 Tahun 2026
Mengendalikan Meningkatkan Menjaga kualitas lingkungan
1. Meningkatnya pencemaran Menyusun Regulasi | pengawasan dan secara terpadu dan
Kualitas Air lingkungan melalui | bangunan dan pengendalian dalam | berkesinambungan dengan
penerapan ruang hijau, upaya mengurangi melibatkan partisipasi
. berbagai instrumen | instrumen serta pencemaran serta masyarakat,komunitas dan
2. Meningkatnya . . S .
. pengendalian rencana aksi dalam | kerusakan institusi yang peduli
Kualitas Udara . .
pencemaran dan upaya lingkungan lingkungan, serta
. kerusakan pengendalian pembentukan RW Hijau
3. Meningkatnya .
Kualitas T lingkungan pencemaran dan
u: itas Tutupan kerusakan
Meningkat Lahan lingkungan
nya Kualitas
Lingkungan Meningkatkan pengelolaan
Hidup Meningkatkan sampah dengan pola 3R dan

3. Cakupan layanan
Persampahan

Meningkatkan
cakupan
pengelolaan
sampah dengan
melibatkan peran
serta masyarakat
dan pemanfaatan
teknologi

pengelolaan
sampah berbasis
kawasan dengan
pola 3R dan
memulai tahapan
rekonstruksi TPA
Cipayung

pemanfaatan teknologi

Menjadikan
sampah sebagai
salah satu
komoditas
untuk
meningkatkan
perekonomian
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2.2.5 Kinerja Pelayanan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Depok

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian dari suatu program yang diukur
secara berkala dan dievaluasi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Depok yang
mencerminkan Indikator Kinerja Utama (Utama) Kota Depok yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian output dari suatu kegiatan untuk mencapai target atau sasaran

program dan IKU yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Depok Tahun 2023

INDIKATOR SATUAN TARGET
IKLH Poin 53,95
Cakupan Layanan Persampahan Persen 94,9

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

Penjabaran atau turunan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Depok pada level
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Depok, adalah dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. IKU Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Depok merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-
masing unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, menyusun laporan akuntabilitas serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

Target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok berdasarkan
indikator dalam RPJMD, vyaitu meliputi Kualitas Air, Kualitas Udara, Persentase
Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah sebagaimana tertuang

dalam tabel 2.11.
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Tabel 2.11 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok Tahun 2023

INDIKATOR SATUAN TARGET
IKA Poin 51,70
IKTL Poin 35,876
IKU Poin 65,82
Penanganan sampah Persen 76,4
Pengurangan sampah Persen 18,5

Upaya mencegah penurunan kualitas air terus dilakukan dengan memberikan advokasi
kepada masyarakat, membangun IPAL komunal, membangun septictank individual
untuk masyarakat kurang mampu, dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaku usaha, sehingga di tahun 2023 Indeks Kualitas Air (IKA) ditargetkan

sebesar 51,70 (kualitas sedang).

Sementara itu buah dari komitmen Pemerintah Kota Depok untuk terus menambah luas
Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdampak pada peningkatkan target di tahun 2023 menjadi
35,876. Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) di tahun 2023 ditargetkan sebesar 65,82.

Penanganan sampah dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2023
penanganan timbulan sampah ditargetkan sebesar 76,4 persen, dan pengurangan
sampah ditargetkan di tahun 2023 bisa mencapai angka 18,5 persen. Namun demikian,
apabila rencana ke depan apabila TPA Nambo telah dapat dioperasikan harapannya

cakupan layanan persampahan ini juga dapat ditingkatkan.
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Tabel 2.12

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK

No

Indikator

SPM/Standar
Nasional

KK

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

Realisasi s.d
Triwulan |l

Proyeksi

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023 | Tahun 2024

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2023

Tahun 2024

Catatan Analisis

5

6

7

8

9

10

1

12

13

Indeks Kualitas Air

51,64

51,67

51,7

51,73

61,03

5837

Hasil
pengukuran
baru bisa
dihitung pada
akhir tahun

Indeks Kualitas Udara

65,78

658

65,82

65,84

69,63

7082

Hasil
pengukuran
haru bisa
dihitung pada
akhir tahun

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

35874

35875

35,876

35,817

35,88

36,44

Hasil
pengukuran
baru bisa
dihitung pada
akhir tahun

Presentase jumlah sampah tertangani

76,6

765

764

763

76,73%

7476

Hasil
pengukuran
baru bisa
dihitung pada
akhir tahun

Persentase jumlah sampah yang terkurangi
melalui 3R

17,63

1B

185

195

20,10%

20,06%

Hasil
pengukuran
baru bisa
dihitung pada
akhir tahun

Predikat SAKIP DLHK

71(88)

71(88)

71(88)

715(88

71(88)

71(88)
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2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan

Sesuai dengan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016 tentang Kota Depok tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan, tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, meliputi :

a.
b.

C.

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Lingkungan Hidup danKehutanan;

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Lingkup tugasnya;

Pelaksanaan Administrasi Dinas;

Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan

fungsinya

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari

dokumen perencanaan daerah RPJMD 2021-2026. Isu Strategis Bidang lingkungan hidup di

Kota Depok yaitu : Pengelolaan Sampah

Lokasi tempat pembuangan sampah akhir di Kota Depok berada di Kecamatan Cipayung

yang mempunyai luasan kurang lebih sekitar 10,99 Ha. TPA Cipayung hanya dapat

menampung timbulan sampah sejumlah 1.000 ton/hari. Sedangkan timbulan sampah di

Kota Depok mencapai 1.300 ton/hari. Hal ini menyebabkan sampah di Kota Depok sudah

melebihi (overload) dari kapasitas yang dapat ditampung di TPA Cipayung.

Sebagai solusi dan inovasi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan timbulan

sampabh ini telah dilakukan beberapa penanganan sebagai berikut:

1.

Sampah organik yang tidak tertampung disalurkan ke UPS untuk kemudian diproses
dengan metode belatung (Black Soldier Fly/Maggot) dan metode pengomposan di
UPS untuk menghasilkan kompos berkualitas tinggi.

Sampah anorganik disalurkan melalui beberapa jalur yaitu : Bank Sampah, drop off
system dan pemulung. Pada wilayah yang memiliki bank sampah, masyarakat
menyalurkan sampah melalui bank sampah. Di wilayah yang belum memiliki bank

sampah, perlu dibuat drop off point sebagai tempat masyarakat menyalurkan
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sampah organiknya. Sampah anorganik yang disalurkan melalui bank sampah dan
titik drop off kemudian disalurkan ke bank sampah induk untuk kemudian disalurkan
ke recycle center. Beberapa jenis sampah juga bisa disalurkan melalui pemulung,
untuk kemudian dijual ke pengepul. Seluruh sampah anorganik yang dikumpulkan ini
kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh industri recycle.

3. Sampah nonrecyclable atau sampah residu terdiri atas beberapa jenis. Limbah minyak
goreng, sampah B3 dan sampah elektronik (e-waste) akan disalurkan ke bank sampah
atau drop off point untuk disalurkan ke tempat pengolahan khusus. Untuk residu
lainnya disalurkan ke TPA untuk kemudian diolah menjadi energi (waste to energy)

dan/atau produk lainnya.

Selain itu, Kota Depok juga telah melakukan perjanjian kerjasama Bersama Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor untuk tempat pembuangan sampah
akhir yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya
penanganan sampah yang melebihi kapasitas di TPA Cipayung untuk kemudian
didistribusikan ke TPA Nambo yang mempunyai kapasitas 700 ton/hari. Walaupaun tidak
sepenuhnya kapasitas di TPA Nambo dapat menampung sampah dari TPA Cipayung yang
mempunyai kapasitas 1000 ton/hari. Namun Langkah ini, setidaknya cukup membantu

dalam penanganan sampah di TPA Cipayung agar terkelola dengan baik.

Namun di sisi lain mengingat pada awal bulan September ini terjadi kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) kemungkinan besar akan mempengaruhi operasional pengelolaan
sampah. Untuk mempertahankan target cakupan layanan persampahan di Kota Depok,
secara langsung dan tidak langsung kenaikan harga BBM ini akan meningkatkan pula

kebutuhan biaya BBM operasional alat berat TPA.
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2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok merupakan
penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Depok Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kota Depok 2023.

Adapun hasil Penelaahan rancangan awal RKPD terdapat beberapa kegiatan yang
perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hal tersebut terkait dengan
pencapaian program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Untuk lebih jelasnya telaahan
rencana kerja dalam RKPD dapat dilihat pada tabel review terhadap rancangan awal
(Tabel 2.13)

Tabel 2.13
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
Kota Depok
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu (Rp)
Total Pagu 223.021.687.600
1 | PROGRAM 16.359.006.650
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, 147.499.850

Penganggaran, dan
Evaluas Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen 104.999.950
Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan 42.499.900

Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Redlisasi Kinerja

SKPD
Administras 13.534.999.800
Keuangan Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 13.500.000.000
Koordinasi dan Penyusunan 34.999.800

Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

28|Page



Administrass Umum 1.901.852.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan K antor 35.000.000
Penyediaan Peralatan dan 600.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 60.000.000
Penyediaan Bahan Logistik
K antor 306.852.000
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 250.000.000
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 650.000.000
SKPD
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 540.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 510.000.000
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunj ang Urusan 234.655.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pagjak
K endaraan Perorangan Dinas 109.660.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 124.995.000
PROGRAM 1.444.872.100
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan 608.985.000
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Kabupaten/K ota
Penyusunan dan Penetapan
RPPLH Kabupaten/Kota 98.000.000
Pengendalian Pelaksanaan
RPPLH Kabupaten/K ota 510.985.000
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Penyelenggar aan
Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
(KLHS)
Kabupaten/K ota

835.887.100

Pembuatan dan Pelaksanaan
KLHS Rencana Tata Ruang

515.887.150

Pembuatan dan Pelaksanaan
KLHS RPJPD/RPIMD
(DINASLINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN)

319.999.950

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

2.389.477.000

Pencegahan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/K ota

2.389.477.000

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pel aksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan
Hidup Dilaksanakan Terhadap
Media Tanah, Air, Udara, dan
Laut

856.014.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pel aksanaan Pengendalian
Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim

383.463.000

Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota (Unit
Pelaksana Teknis Dinas
Laboratorium Lingkungan)

1.150.000.000

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

69.862.647.950

Pengelolaan

K eanekaragaman
Hayati
Kabupaten/K ota

69.862.647.950

Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)

63.044.373.950

Pengelolaan Taman
K eanekaragaman Hayati
Lainnya

3.063.274.000

Pengelolaan Sarana dan
Prasarana K eanekaragaman
Hayati

(Unit Pelaksana Teknis Dinas
Taman Hutan Raya)

3.755.000.000
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PROGRAM 494.346.700
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)
Penyimpanan 100.441.700
sementara Limbah B3
Verifikas Lapangan untuk
Memastikan Pemenuhan
Persyaratan Admi nistrasi dan 100.441.700
Teknis Penyimpanan
sementara Limbah B3
Pengumpulan Limbah 393.905.000
B3 dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/K ota
Koordinas dan Sinkronisasi
Pengelolaan Limbah B3
dengan Pemerintah Provins
dalam rangka Pengangkutan, 393.905.000
Pemanfaatan, Pengolahan,
dan/atau Penimbunan
PROGRAM 222.278.000
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN
I1ZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
Pembinaan dan 222.278.000
Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau
Kegiatan yang |zin
Lingkungan dan | zin
PPLH Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/K ota
Pengembangan Kapasitas
Pejabat Pengawas Lingkungan 42.651.000
Hidup
Pengawasan Usaha dan/atau
Kegiatan yang |zin
Lingkungan Hidup, 1zin PPLH
yang Diterbitkan oleh 179.627.000
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM 130.194.590.700
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Pengelolaan Sampah 130.194.590.700
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Pengurangan Sampah dengan
Melakukan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali

15.236.836.000

Penanganan Sampah dengan
Melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/K ota (Unit
Pelaksana Teknis Dinas
Tempat Pemrosesan Akhir)

12.499.997.800

Penanganan Sampah dengan
Melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

82.481.256.900

Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengel olaan
Persampahan di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/K ota

19.976.500.000

PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK
MASYARAKAT

1.158.660.500

Penyelenggar aan
Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk Lembaga

K emasyar akatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/K ota

1.158.660.500

Peningkatan Kapasitas dan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Bidang Lingkungan
Hidup untuk Lembaga

K emasyarakatan

950.938.000

Pendampingan Gerakan Peduli
Lingkungan Hidup

113.022.500

Penyelenggaraan Penyuluhan
dan Kampanye Lingkungan
Hidup

94.700.000
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9 | PROGRAM 527.742.000
PENGHARGAAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK
MASYARAKAT
Pemberian 527.742.000
Penghargaan
Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah
Kabupaten/K ota
Penilaian Kinerja
Masyarakat/L embaga
Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia 527.742.000
Pendidikan/Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
10 | PROGRAM 368.066.000
PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian 368.066.000
Pengaduan
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/K ota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerapan Sanksi
Administrasi, Penyelesaian
Sengketa, dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau Melalui 368.066.000
Pengadilan (DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN)
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2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah
untuk 1 (satu) tahun. Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), pemerintah daerah wajib meneyelenggarakan Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah
daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah daerah, salah satunya
melalui perencanaan daerah. Dalam penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2022
yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, telah
dilakukan forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang
mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kota termasuk
forum PD. Usulan kegiatan sesuai hasil musyawarah perencanaan

pembangunan (musrenbang) Tahun 2022 secara lengkap dirinci pada tabel 2.14.

Tabel 2.14
Usulan Sub. Kegiatan Tahun 2023 / Kegiatan Hasil Musrenbang
Tahun 2022
No Sub.Kegiatan Lokasi Sasaran Catatan
Sawangan, Yayasan Fadhillah | Kegiatan Sosialisasi
1 Eenyelenggaraan Depok llmi Pratama Pemilahan Sampah
enyuluhan dan Kampanye Serta Pelatihan
Lingkungan Hidup Pemanfaatan Sampah
2 Peningkatan Kapasitas dan gukmsjaya, g’gzk Sampah RW ggmbg}? 321:]3&”'(
Kompetensi Sumber Daya €po b
N . Sarpras Bank
Manusia Bidang Lingkungan
: Sampah
Hidup untuk Lembaga . . .
Kemas Cimanggis, Komunitas Bank Pengelolaan
yarakatan : .
Depok Sampah Cimanggis| Sampah
Pancoran Mas, Lingkungan RW 13 | Pembangunan
Depok Pancoran Mas Tempat
Pembuangan
Sampah
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Cipayung, Depok

Yayasan Al Fatih
Cendikia Depok

Pelatihan
Pembentukan dan
Pembinaan Usaha
Budidaya Magot

Tapos, Depok

Yayasan Bersih

Pembinaan Bank

Lestari Indonesia Sampah dan
Sarpras Bank
Sampah
Beji, Depok Yayasan Depok Pembinaan Bank
Hijau Lestari Sampah dan
Sarpras Bank
Sampah
Cimanggis, Depok [Yayasan Islam Pelatihan

Terpadu Al
Ubudiyah Depok

Pembentukan dan
Pembinaan Usaha
Budidaya Magot

Bojongsari, Depok

Yayasan Tafakkur
Hilyatil Muluk

Pembinaan Bank
Sampah dan
Sarpras Bank
Sampah
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3.1

3.2

BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai pelaksana fungsi pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan pencemaran
lingkungan di Kota Depok, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
fungsinya menelaah perubahan-perubahan kebijakan nasional yang difokuskan kepada
prioritas pembangunan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang paling
mendasar dan mempengaruhi arah kebijakan perencanaan daerah adalah
diberlakukannya Undang-undang Nasional Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah.

Melalui Undang-undang Nasional Nomor 23 Tahun 2014 tersebut Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kota Depok merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah untuk Tahun 2022 yang tercermin dalam sasaran RPJMD Kota Depok 2021-2026
yaitu : Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Cakupan Layanan

Persampahan.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dalam menyelenggarakan kebijakan

teknis bidang Lingkungan Hidup.

3.2.1 Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan Lingkungan Hidup, maka
tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok adalah :
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

3.2.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Cakupan Layanan Persampahan.
Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 6 (enam) indikator, yaitu 5 (lima)
indikator yang merupakan core business Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan an 1

(satu) indikator, tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.
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Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLHK 2021-2026

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN

NO. TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN
TUJUAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatkan Indeks Formulasi Perhitungan: Perhitungan IKA
Kualitas Kualitas Meningkatnva mengunakan metode indeks pencemaran
Lingkungan Hidup | Lingkungan Kualitags Air ¥ Indeks Kualitas Air pada baku mutu kelas Ill dengan rumus: 51,64 51,67 51,70 51,73 51,76 51,79
Hidup =
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara IKU =100~ [50/0.5 x (leu ~0.1)] 65,78 65,8 6582 | 6584 | 658 | 6588
Kualitas Udara
Meningkatnya _
Kualitas Tutupan Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKTL=((100-((100-(ITHx100))45/70) 35,874 35,875 35,876 35,877 35,878 35,879
Lahan
% Jumlah sampah Yang Tertangani=(Jumlah
(;:I::apr:naLs;/snan 'IP':tS::t:;? Jumlah Sampah sampah tertangani (ton) /total Jumlah 76,6 76,5 76,4 76,3 76,2 76,1
P & timbulan sampah Kab/Kota) x 100%
% Pengurangan Sampah = Sampah yang
terkurangi melalui 3 R adalah jumlah
Peresentase iumlah samoah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R
) . .p seperti bank sampah, pusat daur ulang, 17,63 18 18,5 19,5 20,5 21,9
yang terkurangi melalui 3R RN .
pengomposan, dan lain-lain dan tidak
diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan
Kualitas Meningkatkan
i 1
Pelayanan Kapasitas cllan Perdikat sakip DLHK Perhitungan non kumulatif 71(BB) 71(BB) 71(BB) 71,5 72(BB) 73(BB)
Publik Pengendalian (BB)

Internal
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok merupakan
program prioritas RPJMD yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok. Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok disusun sebagai
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai

sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

Adapun program prioritas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2023, adalah
sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Persampahan melalui Revitalisasi TPA Cipayung;

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) melalui Perencanaan

Pembangunan Alun-Alun dan Hutan Kota di Setu 7 Muara Bojongsari.

Dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan maka diperlukan langkah operasional yang dituangkan dalam program
dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis, bersinergi dan terpadu
guna mencapai tujuan dan sasaran. Sementara kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut

dari suatu program sebagai arah dan tujuan organisasi.

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun
2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

terdiri dari: 1 Urusan, 10 Program,16 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.
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Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Program Utama

1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);

4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3);

5 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap lIzin Lingkungan
dan Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH);

6 Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat;

7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

9 Program Pengelolaan Persampahan

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun Anggaran 2023
melaksanakan 1 Urusan, 10 Program, 16 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan dengan anggaran
sebesar Rp. 213.831.047.600,00 (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu
Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan
Il sebesar 30,44%, yaitu senilai Rp. 66.555.417.353,00 (Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus
Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dengan
persentase realisasi fisik sebesar 46.67%. Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Tahun Anggaran 2023 tetap melaksanakan 1 Urusan, 10 Program, 16
Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 218.199.854.600,00 (Dua Ratus
Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat

Ribu Enam Ratus Rupiah).
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Perubahan-perubahan anggaran dilakukan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Belanja Pegawai dikarenakan adanya
pengurangan tunjangan penghasilan 50 persen.

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH
yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota —> dikarenakan adanya
penambahan anggaran untuk kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) dan Sosialisasi.

Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) = Belanja Modal Peralatan dan
Mesin terdapat penambahan anggaran untuk pengadaan lemari dan tempat tidur untuk
satgas 20 orang dan pengadaan peralatan mesin pengolahan limbah kayu.

Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (UTPD Tahura) 2>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat penambahan anggaran untuk pengadaan
mesin potong rumput dorong dan pengadaan kursi susun.

Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota (UPTD TPA) - dikarenanya adanya penambahan Belanja Tidak Terduga
(BTT) di bulan Maret 2023 untuk kebutuhan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja
sukui cadang alat besar dan Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar

Darat lainnya.

Uraian Rencana Kerja dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.
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Tabel 4.1

PEMERINTAH KOTA DEPOK

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Indikator Kinerja

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kode| Daerah dan Program/Kegiatan/Sub X R Bertambah/Berkurang Alasan Perubahan
R Program/Kegiatan/Sub Kegiatan - )
Kegiatan Target Capaian Kebutuhan . Target Capaian Kebutuhan X
. . Lokasi . . Lokasi
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5)
1 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Penunjang 100% 16.359.006.650 100% 15.750.602.650 -608.404.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ |Urusan Pemda
KOTA
Perencanaan, penganggaran, dan Persentase Dokumen 100% 147.499.850 100% 147.499.850| 0|
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Anggaran dan
Evaluasi tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 104.999.950 Kota Depok 2 Dokumen 104.999.950 Kota Depok 0
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 17 Laporan 42.499.900 Kota Depok 17 Laporan 42.499.900 Kota Depok 0
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  [dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD dan Laporan
HasilKoordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi 100% 13.534.999.800 100% 13.054.999.800| -480.000.000
Daerah Keuangan Tepat Waktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima 80 Orang/bulan 13.500.000.000| Kota Depok 80 Orang/bulan 13.020.000.000! Kota Depok -480.000.000|Belanja Pegawai : Adanya
Gaji dan Tunjangan ASN Pengurangan Tunjangan
Penghasilan 50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 34.999.800 Kota Depok 18 Laporan 34.999.800 Kota Depok 0
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |Semesteran SKPD dan Laporan
KoordinasiPenyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD
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Administrasi Umum Perangkat Daerah  |Rata - rata indikator kegiatan 100% 1.901.852.000 100% 1.773.448.000 -128.404.000
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 1Paket 35.000.000]  Kota Depok 1Paket 35.000.000]  Kota Depok 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  (Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |Jumlah Paket Peralatan dan 15 paket 600.000.000  Kota Depok 15 paket 596.145.000(  Kota Depok -3.855.000
Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |Jumlah Paket Peralatan Rumah 2 Paket 60.000.000]  Kota Depok 2 Paket 60.000.000]  Kota Depok 0
Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 24 Paket 306.852.000(  Kota Depok 24 Paket 306.852.000(  Kota Depok 0
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan 4 Paket 250.000.000(  Kota Depok 4 Paket 250.000.000(  Kota Depok 0
Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Laporan 2001aporan 650.000.000  Kota Depok 200 laporan 525.451.000(  Kota Depok -124.549.000
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase terpenuhinya jasa 100% 540.000.000 100% 540.000.000 0
Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintahan
daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 121aporan 30.000.000{  Kota Depok 121aporan 30.000.000]  Kota Depok 0
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 121aporan 510.000.000f  Kota Depok 121aporan 510.000.000{  Kota Depok 0
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah persentase barang milik daerah 100% 234.655.000 100% 234,655.000 0
Penunjang Urusan Pemerintahan kondisi baik
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  |Jumlah Kendaraan Perorangan 28 unit 109.660.000(  Kota Depok 28unit 109.660.000(  Kota Depok 0
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |Jabatan yang Dipelihara
Jabatan dandibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin 10Jenis 124.995.000(  Kota Depok 10 Jenis 124.995.000,  Kota Depok 0

Lainnya

Lainnya yang Dipelihara
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PROGRAM PERENCANAAN Cakupan Perencanaan LH 100% 14872100 100% LAM872.100
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan |Persentase implementasi RPPLH 100% 608,985,000 100% 608,985,000
Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota
Penyusunan dan Penetapan RPPLH  |Jumiah Muatan Hasil 1 Dokumen 98000000 KotaDepok 1Dokumen 98000000 KotaDepok
Kabupaten/Kota Penyusunan dan Penetapan
RPPLH Kabupaten/Kota yang
Disusun
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH ~ {Jumlah Dokumen Telaahan 4 Dokumen 510985000 KotaDepok 4 Dokumen 510,985,000 Kota Depok
Kabupaten/Kota Kebijakan yang Telah
Mengakomodir RPPLH
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan  {Jumlah Dokumen KLHS yang 100% §35.887.100 100% §35.887.100
Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota |dibuat
Persentase Ketersediaan KLHS
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS  lumlah Dokumen KLHS Rencana | 4Dokumen 515.887.150]  KotaDepok 4 Dokumen 515.887.1501  Kota Depok
Rencana Tata Ruang Tata Ruang Kabupaten/Kota yang
Disusun
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS ~ {Jumlah Dokumen KLHS 2Dokumen 319.999.950]  KotaDepok 2Dokumen 319.999.950f  Kota Depok

RPIPD/ RPIMD

RPIPD/RPIMD Kabupaten/Kota
yang Distisun
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PROGRAM PENGENDALIAN Cakupan pemenuhan baku mutu IKA=51,70 2.389.477.000 IKA =51,70 2.133.048.000 -256.429.000
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN IKU = 65,82 IKU = 65,82
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau Jumlah dokumen dan Sampel yang 100% 2.389.477.000 100% 2.133.048.000 -256.429.000
Kerusakan Lingkungan Hidup dihasilkan
Kabupaten/Kota
Persentase jumlah dokumen dan 100% 100%
Sampel yang di hasilkan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Dokumen Uji Kualitas 1Dokumen 856.014.000,  Kota Depok 1Dokumen 856.014.000,  Kota Depok 0
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran  |Lingkungan Hidup Dilaksanakan
Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara,
terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan  |dan Laut
Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 2 Dokumen 383.463.000,  Kota Depok 1Dokumen 127.034.000(  Kota Depok -256.429.000
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas  |dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Rumah Kaca dariSektor Lingkungan
Perubahan Iklim Hidup yang Dilaksanakan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan  |Jumlah Pengambilan Contoh Uji, 90 sampel 1.150.000.000(  Kota Depok 90 sampel 1.150.000.000(  Kota Depok 0
Hidup Kabupaten/Kota (UPTD LAB) Pengujian Parameter Kualitas
Lingkungan dan Dokumen Mutu
yang Dilaksanakan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN Persentase pelaku usaha yang 8% 494.346.700 48% 494.346.700 0
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN  |melakukan pengendalian Limbah B3
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3
Penyimpanan SementaraLlimbah B3 |Persentase pelaku usaha yang 8% 100.441.700 48% 100.441.700, 0
melakukan pengendalian Limbah B3
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan  [Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi 30laporan 100.441.700]  Kota Depok 301laporan 100.441.700(  Kota Depok 0

Pemenuhan Persyaratan Administrasi
dan Teknis Penyimpanan Sementara
Limbah B3

Lapangan Pemenuhan Komitmen
Persetujuan/IzinPenyimpanan
sementara dan Pengumpulan
Limbah B3
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Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) (jumlah limbah B3 yang ter angkut 393.905.000 393.905.000 0
Daerah Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & 1Dokumen 393,905.000]  Kota Depok 1Dokumen 393.905.000,  Kota Depok 0
Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi  |Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3
dalam rangka Pengangkutan, denganPemerintah dan Pemerintah
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau  |Provinsi dalam rangka
Penimbunan Pengangkutan,
Pemanfaatan,Pengolahan, dan/atau
Penimbunan yang Bukan Menjadi
Kewenangan
PemdaKabupaten/Kota serta
Pelaksanaan Pengumpulan dan
Penyimpanan sementara Limbah
B3yang Sesuai dengan
Kewenangannya
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Tingkat ketaatan pelaku 75% 222.278.000 75% 324.718.000 102.440.000|
PENGAWASAN TERHADAP IZIN usaha terhadap Izin lingkungan
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap  |Persentase Tingkat ketaatan pelaku 75% 222.278.000 75% 324.718.000 102.440.000|
Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin usaha terhadap Izin lingkungan
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Pejabat Jumlah Rekomendasi dan/atau 150rang 42.651.000(  Kota Depok 150rang 42.651.000(  Kota Depok 0
Pengawas Lingkungan Hidup Persetujuan Teknis, Persetujuan
Lingkungan, dan SuratKelayakan
Operasi yang Diberikan
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan ~ [Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau 200 laporan 179.627.000]  Kota Depok 200 laporan 282.067.000]  Kota Depok 102.440.000{penambahan FGD & sosialisasi
yang lzin Lingkungan Hidup, Izin PPLH  |Kegiatan yang Diawasi lzin
yang Diterbitkan oleh Pemerintah Lingkungan, PersetujuanLingkungan,
Daerah Kabupaten/Kota Surat Kelayakan Operasi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN |Jumlah Kasus yang terverifikasi 64% 368.066.000 64% 368.066.000 0
LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di |Jumlah Kasus yang terverifikasi 64% 368.066.000 64% 368.066.000 0
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan  [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1Dokumen 368.066.000]  Kota Depok 1Dokumen 368.066.000,  Kota Depok 0
Sanksi Administrasi, Penyelesaian dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi
Sengketa, dan/atau Penyidikan Administrasi,Penyelesaian
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan  [Sengketa, dan/atau Penyidikan
atau melalui Pengadilan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
atauMelalui Pengadilan
PROGRAM PENGELOLAAN Nilai IKTL (Indeks Kualitas Tutupan 35,876 69.862.647.950 35,876 70.202.847.950 340.200.000,
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  |Lahan)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  |Persentase Taman yang Terpelihara 100% 69.862.647.950 100% 70.202.847.950 340.200.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) {Luas RTH yang Dikelola Lingkup 2.32Ha 63.044.373.950[  Kota Depok 2.32Ha 63.044.373.950|  Kota Depok 0
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Taman Keanekaragaman  |Luas Taman KEHATI Lainnya yang 7.2Ha 3.063.274.000]  Kota Depok 7.2Ha 3.163.274.000]  Kota Depok 100.000.000(Belanja Modal Peralatan dan
Hayati Lainnya Dikelola Lingkup Kewenangan Mesin : Lemari dan tempat tidur
Kabupaten/Kota untuk satgas 20 org dan pengadaan
peralatan mesin Pengolahan
Limbah Kayu
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana terpelihara 10jenis 3.755.000.000]  Kota Depok 10jenis 3.995.200.000]  Kota Depok 240.200.000|Belanja Modal Peralatan dan

Keanekaragaman Hayati (UPTD Tahura)

yang mendukung pelayanan tugas
dan fungsi

Mesin : pengadaan mesin potong
rumput dorong, pengadaan kursi
susun.

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan : pekerjaan gudang
peralatan lanjutan, pekerjaan
kanopi parkir
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Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/ Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantrophi yangDinilai
Kinerjanya dalam rangka PPLH

8 |PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, |Persentase komunitas aktif 85.71% 1.158,660.500 85.71% 1.158.660.500
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, [Persentase Komunitas Aktif 8.71% 1.158.660.500 8.71% 1.158.660.500
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi {Jumlah Lembaga/kelompok 3Lembaga 950.938.000{  Kota Depok 3lembaga 950.938.000{  Kota Depok
Sumber Daya Manusia Bidang Masyarakat/Institusi yang Terdaftar
Lingkungan Hidup untuk Lembaga yang Meningkat Kapasitasdan
Kemasyarakatan Kompetensinya Terkait PPLH
Pendampingan Gerakan Peduli Jumlah Pendampingan Pembinaan 3Dokumen 113.022500]  Kota Depok 3 Dokumen 113,022,500,  Kota Depok
Lingkungan Hidup Gerakan Peduli dan Berbudaya
Lingkungan Hidup yangDilaksanakan
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Jumlah Masyarakat/Kelompok 1500rang 94.700.000{  Kota Depok 1500rang 94.700.000|  Kota Depok
Kampanye Lingkungan Hidup Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan
yang terlibat
PROGRAM PENGHARGAAN Persentase peran serta masyarakat 26,23% 527.742.000 26,23% 527.742.000
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK dalam lomba bidang LH
MASYARAKAT
Pemberian Penghargaan Lingkungan  |Persentase Peran Serta masyarakat 26,23% 527.742.000 26,23% 527.742.000
Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |dalam lomba bidang LH
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga |Jumlah Masyarakat/Lembaga 30Entitas 527.742.000]  Kota Depok 30 Entitas 527.742.000(  Kota Depok
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10 |PROGRAM PENGELOLAAN Persentase penanganan sampah 76.40% 121.003.950.700 76.40% 125.794.950.700 4,791.000.000
PERSAMPAHAN
Pengelolaan Sampah Persentase Penanganan Sampah 76.40% 121.003.950.700 76.40% 125.794.950.700 4.791.000.000,
Pengurangan Sampah dengan Jumlah Laporan Hasil Pengurangan 32Laporan 15.057.946.000]  Kota Depok 32Laporan 15.057.946.000|  Kota Depok 0
melakukan Pembatasan, Pendauran  |Sampah dengan Melakukan
Ulang dan Pemanfaatan Kembali Pembatasan, PendauranUlang dan
Pemanfaatan Kembali
Penanganan Sampah dengan melakukan {Jumlah Sampah yang Dipilah, 300000 Ton 73.469.506.900(  Kota Depok 300000Ton 73.469.506.900(  Kota Depok 0
Pemilahan, Pengumpulan, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah,
Pengangkutan, Pengolahan, dan Diproses Akhir diTPA/TPST/SPA
Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten/Kota
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Penanganan Sampah dengan melakukan |Jumlah Sampah yang Dipilah, 300000 Ton 12.499.997.800]  Kota Depok 300000Ton 17.290.997.800]  Kota Depok 4.791.000.000|Penambahan BTT dibulan Maret
Pemilahan, Pengumpulan, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, 2023 : Belanja Sewa Peralatan dan
Pengangkutan, Pengolahan, dan Diproses Akhir diTPA/TPST/SPA Mesin, Belanja sukui cadang alat
Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten/Kota (TPA) besar dan Belanja Pemeliharaan
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat
TPA) Besar Darat lainnya
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 200 unit 19.976.500.000]  Kota Depok 200 unit 19.976.500.000]  Kota Depok 0
Pengelolaan Persampahan di Penanganan Sampah untuk Kegiatan
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pemilahan,
Pengumpulan,Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
213.831.047.600 218.199.854.600 4.368.807.000
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BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Depok Tahun 2023 merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Depok untuk mencapai sasaran dan tujuannya yang memuat kebijakan, program,
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dalam rangka
mengupayakan keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap

program.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Depok Tahun 2023 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Depok Tahun 2023 dapat dijadikan pedoman bagi semua bidang-
bidang dan UPT yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada
peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dan
kinerja pegawai yang hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif

bagi upaya pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan visi dan misi Kota Depok.

NGAN HIDUP DAN
OTA DEPOK

NIP.19721126 199302 1 001-
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